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BUPATI SEKADAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

bahwa dalam rangka tertib-administrasi penghapusan
piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
dilakukan penghapusan piutang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Kabupaten Sekadau, ketentuan Pasal 53
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu, ketentuan Pasal 74
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum dan ketentuan Pasal 68
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha, perlu mengatur tata cara
penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi
daerah yang sudah kadaluwarsa;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perln
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun .2003 Nomor 47, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4344); : :



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indouesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4344);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lerabaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara 4578);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 68 / PMK.03 / 2012 tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya
Penghapusan Pajak;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor
3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2013 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA' CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

cn

Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
Bupati adalah Bupati Sekadau.

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Sekadau.

Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sekadau.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada dacrah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu  yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib
Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau
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11.

12.

13.

14,

15,

16.

17.

18.

19.

dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Retribusi yang Terutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh
Wajib Retribusi pada suatn saat, dalam masa retribusi, dalam tahun
retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan
perundang-undangan retribusi daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan- kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
Perpajakan Daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pgjak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau
Surat Tagihan Pajak Daerah.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajok Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi.

Surat Tagihan Reribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.
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Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  daerah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang
termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi. '

BAB II

PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

Pajak Daerah terutang yang dapat dihapus adalah :

a.

pajak yang terutang, yang tercantum dalam -

SKPD;

SKPDKB;

SKPDKRBT;

STPD

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayarkan bertambah;

AR e

pajak terutang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, menurut data
administrasi pada Dinas, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi, disebabkan : :

1. wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta
warisan atau kekayaan;

2. wajib pajak dan atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan
lagi;

3. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; atau

4, dokumen sebagai dasar penagihan pajak telah ditemukan dan
telah dilakukan peneclitian secara optimal sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;

5.  hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan pajak
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan
dengan adanya perubahan kebijakan dan atau berdasarkan
pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

pajak yang terutang untuk wajib pajak Badan menurut data

administrasi pada Dinas tidak dapat atau tidak mungkin lagi ditagih
disebabkan:

1. wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit dan Penanggung Pajak
tidak dapat ditemukan;

2. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;

dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan
telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;



hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan pajak
tidak dapat dilakukan karena kondisi tertentu sehubungan
dengan adanya perubahan kebijakan dan atau berdasarkan
pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Retribusi Daerah terutang yang dapat dihapuskan adalah :
retribusi yang terutang, yang tercantum dalam :

a.

(1)

1.
2.

SKRD;
STRD.

retribusi terutang untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi, yang
menurut data administrasi pada Dinas, tidak dapat atau tidak

- mungkin ditagih lagi yang disebabkan :
1.

wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan
hartg;

wajib retribusi tidak mempunyei harta kekayaan lagi;
hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;

dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan
dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

retribusi terutang untuk Wajib Retribusi Badan, yang menurut data
administrasi pada Dinas, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
yang disebabkan :

1.

wajib retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung
Retribusi tidak dapat ditemukan;

hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;

dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan
dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan; atau

hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan retribusi
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan
dengan adanya perubahan kebijakan dan atau berdasarkan
pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB Iil

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 4

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi
atau pajak yang terutang atau retribusi yang terutang yang tidak
dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati ini, wajib dilakukan penelitian
setempat atau penelitian administrasi oleh -

a. dinas untuk Pajak Daerah; dan

b. dinas dan atau Dinas Penghasil dan atan Pengeiola untuk
Retribusi Daerah.

(2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
menggambarkan keadaan Wajib Pajak yang terutang dan atau
retribusi yang terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan
untuk dapat dihapus.

Pasal 5

Pajak yang terutang dan atau retribusj yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, hanya dapat diusulkan untuk
dihapus setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 yang pelaksanaan Penghapusannya ditempuh dengan
prosedur sebagai berikut:

a. dilakukan inventarisasi piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang sudah tidak dimungkinkan dilkukan penagihannya oleh Dinas,
disertai alasan tentang kesulitan penagihan;

b. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini, diaudit
oleh Inspektorat Daerah;

C. hasil audit disampaikan kepada Kepala Dinas;
d. kepala dinas menyampaikan usul penghapusan piutang Pajak
Daerah dan atau Retribusi Daerah tersebut kepada Bupati.

Pasal 6

(1) Bupati berwenang menghapus piutang Pajak Daerah dan atau
piutang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 Peraturan Bupati ini.

(2)  Penghapusan piutang Pajak Daerah dan atau piutang Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dengan berlandaskan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 6
ayat (2}, Kepala Dinas dan Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya masing-masing, menghapus penagiban tersebut dari
daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan
pcrundang—undax_lgan yang berlaku.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahutinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan beénempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 24 Februari 2014

BUPATI SEKADAU,
TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di SEKADAU
Tanggal : 24 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU
TTD
YOHANES JHON
BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2014 NOMOR 12
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sekadau

e

SUBHAN, Sos, M. Si.
Pembing
NIP.19750426199412 1001




